
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR: 25 TAHUN 20Os

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN VANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN MUKOMUKO,

Menimbang

Mengingat

balrwa dengan berkembangnya tempat Pariwisat;: dan Olah

Raga dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko, maka dipandang

perlu adanya pengaturan Retribusi yang jelas dan sistematis;

Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nonror 0B Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor /6 -fambahan l-embaran Neqara Nornor 3209);

Undang-undang Nomor 3.1 
-fahun 2000 tentanq Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Ne1;ara Republik Indonesia
'fahun 2000 Nomor 746,1'arnbahan Lembaran Negara Nomor

40a8);

Undang-undang; l.lornor 03 -f;rhun 
2003 luntanrl Pembentukan

Kabupaten [uk"rkomuko, Kabupatten Sjelurna clan Kabupaten

l(itur cli Propinsi lit;rrgkulr"r (l-tttttb;triitt [rlt.t.;itra f{cpublik

incjonesia fahun 2003 Nontor )3,'fanrbalr;rn l-embaran

Nectara Nomor a266);

i.

b.

; 1.

1.
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5.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pemkntukan

Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara

Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Nomor a3B9);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor aa37 \;

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Daerah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4a3S );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang

Kewenangan Pemerintah dan propinsi Sebagai Daerah

Otonom (Lembaran Negara ttl Tahun 2000 l*lomor

S4,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang i,
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

Nomor a139);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 05 Tahun

2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Keria Dinas

Daerah Kabupaten Mukomuko.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUKOMUKO
dan

BUPATI MUKOMUKO

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OI.AH

RAGA.

4.

6.
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BAB I
KETENTUAN UMUI4

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko,

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas tertentu dibidanq Retribusi Daerah sesuai

dengan Peraturan Perundang * undangan yang berlaku.

5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan

Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah cjan Perseroan lainnya dengan

nama dan bentuk apaplln.

6. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang clisediakan oleh pemerintah

Daerah dengan menganut prinsip komersial karcna pada dasarny.i clapat pula

disediakan oleh sektor swasta.

7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disingkat RTROR adalah

Retribusi pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekrasi, pariwisata dan olah +.
raga yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah Daerah.

B. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-

undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

9. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SpdORD

adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi

dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang

terutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

10. Sural Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat clisingkat SKRD adalah Surat

Keputusan yang menentukan besarnya jLrmlah retribusi yang terutang.

11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari menqumpulkan dan

mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan

pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku.

12. Penyidikan Tindak PirJana di bidang Retribusi Daerah acJalah serangkaian tindakan

yang dilakukan olch penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya cJisebut penyidik,

untuk mencari serta rnenqurnpulkan bukti, yang clengan bukti itu rnembuat terang

tindak pidana di bidang RetribLrsi Daerah yang terjadi sefta menemukan

tersangkanya.
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BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyedian tempat Rekreasi,

Pariwisata dan Olah Raga disebut dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Pasal 3

(1) objek Retribusi adalah petayanan penyediaan fasilitas meliputi :

a. Tempat Rekreasi

b. Tempat Pariwisata

c. Olah Raga

(2) lldak Termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi,

tempat pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan di kelola oleh pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati *.
pelayanan prenyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga digolon<lkan sebagai Retribusi Jam Ljsaha

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaart j;is.r di hitunq berclasarkan frr:kwt,rnsi pc:manf;:atan ttlnrpat rekreasi,

pariwisata dan olah raqa.
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BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DAIAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif di dasarkan atas tujuan

untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas

diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara Efisien dan berorientasi

pada harga pasar.

BA8 VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal I
(1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi, dan jangka waktu

pemakaian.

(2) Besarnya terif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di daerah

tersebut i,

(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai

jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-

unsur tarif yang meliputi :

a. Unsur biaya persatuan penyedian biaya langsunq

b. Unsur biaya persatuan penyediaan biaya tidak langsung

c. Unsur biaya persatuan penyusunan Aktiva tetap dan tidak tetap

d. Unsur biaya persatuan lain-lain berkenan dengan penyediaan jasa yang

bersangkutan

(4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Jenis fasilitas

Tempat Rekreasi

Tempat Pariwrsata

rempat ora::r" 
1

Rp. 1.000/orang

Rp. 500/orang

Rp. 1.0O0lorang
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BAB VII
WII.AYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang berutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyedian tempat

rekreasi, pariwisata dan olahraga diberikan.

BAB VIII
SAAT RETRTBUSI TERUTANG

Pasal 1O

Saat RetribusiTerutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen Lain yang

dipersamakan

BAB IX

SURAT PENDAFTARAfi

Pasal 11 *',

(1) Wajib Retribusiwajib mengisi SPdORD

(2) SPDORD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan

lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau Kuasanya

(3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagai mana cjimaksud

pada ayat (1) dietapkan oleh Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 1?"

(1) Penetapan lletribtr:;i bercLtsiirkan SlrfRD clcnr;an nrt:rrcrllitkiin lllttll-)

(2) Bentuk, isi serta tiita cara penerbritan SKli.D at.iu dokumrrfr l;iirr y;rlrq t|;rcrsamakan

sebagaim.rna dinraltsLrcj pada ayat (1) dihtapkan oleh [3Lrpati.



BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di

persamakan

BAB XIT

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan

Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGURANGAT{, KERINGANAN AN PEMBEBASAN RETRIBUSI }.

Pasal 15

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) antara lain pada saat masa liburan sekolah.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi clitetapkan oleh !

Bupati.

BAB XIV

KFTENTUAN PIDANA

Pasal 16

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehinqga merugikan

keuangan daerah di ancam pidana kurunqan paling larna tr (cnanr) bulan atau

denda paling banyak 4 (empat) kalijumlah Retribusi Terutang

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal inl adalah pelanggaran
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BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 17

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi

wewenang khusus sebagai penyidik untr"rk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mequmpulkan dan rneneliti keterangan atau berkenaan

dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah agar keter.rngan atau laporan

tersebut menjadi lengkap dan jelas.

b. Meneliti, mencari, megumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubllngan dengan

tindak pidanan Retribusi Daerah.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari oranc; pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidanq Rctribusi Daerafr.

d. Merneriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokurnerr lain bcrkenaan

dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerali.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pernbukuan, 
+'

pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap

bahan buKitersebut.

f. Meminta banluan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

q. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas

orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

h. Memotret seseorang yang dikaitkan dengan tindak pidana di bidang Retribusi

Daerah.

i. Menranggil orang untuk didengar keteranqannya thrr ciiperiksa sebagai

tersangka atau saksi.

j. Menghentikan Penyidikan.

k. Melakukan tindakan laln yanq perlu untuk kelancararr pr:rryidrkan tindak pidana

dibidang [].etribusi daerah m€]nurul hukum y;tng dapat dipertanggung

jawabkan.
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(3) Penyidik sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 0B Tahun 1gB1

tentang Hukum Acara Pidana.

BAB )O/I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang mengatur

mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlakr.r lagi.

(2) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan

perubahan sebagaimana mestinya.

ir
gar setiap orang rJapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan 14ukomuko
Desember zOOsPada

<Hs

[ft
3$';Iry
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(3) Penyidik sebagaimaan dimaksud pada dtcrt (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 0B Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PEHUTUP

Pasal 18

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yangl mengatur

mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan

perubahan sebagaimana mestinya.

*r
gar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukonruko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 27 Desember 2005

BUPAfi MUKOMUK{J,

Ttct

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 02 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

Drs. SYAUKANI DAHARI
Pornbinan Utanra Muda NlP. 010082186

LEMAARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2OO5 NOMOR : ?5 SERI " C II
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